POLDA RIAU: TERSANGKA MERAMBAH HUTAN LINDUNG SIABU UNTUK
LAHAN SAWIT

Sumber gambar: https://www.antarafoto.com/id/view/152885/perambahan-hutan

Kampar - Polda Riau membongkar kasus perambahan hutan di area Hutan Produksi
Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung Siabu, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten
Kampar, Riau. Para tersangka merusak hutan untuk kegiatan perkebunan sawit.

"Para tersangka membuka dan mengelola kebun sawit secara ilegal di kawasan hutan
lindung. Ini jelas pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan dan perusakan
lingkungan hidup,” ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, kepada wartawan, Senin
(9/6/2025).

Polisi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka yaitu
Muhammad Mahadir alias Madir (40), Buspami bin Toib (48), Yoserizal (43), dan M.
Yusuf Tarigan alias Tarigan (50).

Herry Heryawan menegaskan komitmen Polda Riau untuk menindak tegas segala
bentuk kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya
alam. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap para pelaku perusakan hutan.
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"Melindungi tuah, menjaga marwah, semangat yang menjadi landasan setiap langkah
dalam upaya pelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning," tegas Kapolda.

la menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan adalah
bagian dari upaya Polri menyelamatkan masa depan ekosistem dan masyarakat.

"Tindak pidana kehutanan bukan sekadar pelanggaran administrasi lahan, melainkan
kejahatan yang berdampak sistemik terhadap ekologi, iklim, dan keselamatan generasi
mendatang," tegas Herry Heryawan.

Jenderal bintang dua ini kembali menegaskan komitmen Polda Riau untuk
menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap bentuk perusakan
lingkungan, khususnya di kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung dan konservasi.

"Kejahatan lingkungan adalah kejahatan lintas generasi. Oleh karena itu, Green
Policing kami laksanakan secara nyata dengan kerja kolaboratif bersama DLHK, BPKH,
akademisi, aktivis lingkungan, hingga rekan media,"” tuturnya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada akhir
Mei 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, im Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda
Riau melakukan penyelidikan intensif dan menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa
sawit secara ilegal di dalam kawasan hutan negara.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengungkapkan,
modus operandi para pelaku dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah
administratif di tingkat lokal.

"Mereka mencoba menyamarkan aktivitas ilegal ini dengan dokumen hibah dan surat
adat. Tapi faktanya, seluruh aktivitas dilakukan di kawasan hutan lindung yang statusnya
dilindungi oleh undang-undang,” ujar Ade Kuncoro.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

"Ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp7,5 miliar,”
tutur Ade Kuncoro.

Sumber berita:
1.  https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-7955900/polda-riau-tersangka-
merambah-hutan-lindung-siabu-untuk-lahan-sawit, “Polda Riau: Tersangka Merambah
Hutan Lindung Siabu untuk Lahan Sawit”, 9 Juni 2025; dan
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2.

https://www.cakaplah.com/berita/baca/124189/2025/06/09/polda-riau-tangkap-empat-
orang-pembabat-hutan-lindung-di-kampar, “Polda Riau Tangkap Empat Orang
Pembabat Hutan Lindung di Kampar”, 9 Juni 2025.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan
Hutan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penertiban Kawasan Hutan dilakukan
terhadap Setiap Orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban Kawasan Hutan tersebut dilakukan dengan cara

a. penagihan Denda Administratif;

b. Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/ atau

c. pemulihan aset di Kawasan Hutan.

Adapun bentuk peristiwa hukum atau kondisi yang akan dilakukan Tindakan

penertiban Kawasan hutan adalah:

1) Dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan,
perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Kawasan Hutan Konservasi
dan/atau Hutan Lindung yang:

a. telah memiliki Perizinan Berusaha namun belum memiliki perizinan di bidang
kehutanan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan
Penguasaan Kembali;

b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi
berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;

c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda
Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau

d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi
berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.

2) Dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan,
perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di Kawasan Hutan Produksi yang:

a. memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan
persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan
Kembali;
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b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi
berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;

c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda
Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau

d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi
berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.

Sedangkan untuk Penertiban Kawasan Hutan berupa pemulihan aset di Kawasan
Hutan dapat dilakukan melalui mekanisme pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi penegasan dalam Peraturan
Presiden ini adalah kegiatan Penertiban Kawasan Hutan tidak menghapuskan
pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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